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PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikas, analisis,
penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau
bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko
berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam
menghadapi ketidakpastian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari
suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan
strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses
perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas
sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk
mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/ pengelolaan
sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah
satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan
dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak
terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau
mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian
atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia.
Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko,
pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan
pemberdayaan/pengelolaan sumber daya. Oleh sebab itu melalui
manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan
kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena
setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Resiko selalu timbul dari segala aspek kehidupan dan
bersinggungan langsung dengan sosial masyarakat. Informasi dan
komunikasi yang memungkinkan masyarakat menjangkau dan
berinteraksi secara bebas, tentunya dapat memunculkan delik negatif
yang menggerus nilai-nilai sosial dan budaya yang telah disadari dan
dipatuhi oleh masyarakat. Keberlanjutan nilai sosial, budaya, dan

politik perlu dipertahankan dengan asas gotong royong dan



kebersamaan, baik antar masyarakat sendiri maupun antara
pemerintah dan masyarakat. Sehingga terjadi sinergi positif yang
dapat meminimalisir ataupun menghilangkan resiko.

Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Lamongan menjadi sarana untuk mendapatkan informasi, pelayanan,
dan pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat. Program yang
direncanakan dan diimplementasikan selalu berkaitan erat dengan
kondisi terkini yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini merupakan
bentuk komitmen dan konsistensi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Lamongan sebagai instansi pemerintah yang

reaktif dan visioner dalam rangka manajemen resiko.

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lamongan.



MAKSUD DAN TUJUAN
Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk

menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi

dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau

mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya

pada Unit Pemilik Risko Tingkat Eselon Il serta Unit Pemilik Risiko

Tingkat Eselon Il dan IV bertujuan untuk :

a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi
pemerintah ;

b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis
organisasi dan peningkatan kinerja ;

c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;

d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan
perencanaan;

e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;

f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;

g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan
sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para

pemangku kepentingan.

RUANG LINGKUP
Manajemen risiko pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen,
sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :
e Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
e ldentifikasi risiko ;
e Analisis risiko ;
e Evaluasirisiko ;
e Pengendalian risiko ;
« Pemantauan dan telaah ulang ;

e Koordinasi dan komunikasi.



RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO
RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan
telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang
direncanakan pada periode triwulan IV sebagaimana terlampir pada

lampiran 1.1.

REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan telah
melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang
dilaksanakan pada periode triwulan IV, Resiko strategis yang telah
dilaksanakan adalah Peningkatan sistem pengamanan diwilayah
dengan Mengedepankan unsur 3 pilar dan Pemaparan rencana kerja
dan anggaran kegiatan masing-masing bidang sekaligus Pemaparan
realisasi rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang.
Resiko Oprasional yang sudah dilaksanakan adalah Melakukan Monev
triwulanan sedangkan yang belum dilaksanakan dapat dilihat

sebagaimana terlampir pada lampiran 1.2.

HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau

hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal
yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi
kegiatan pengelolaan risiko OPD. Dalam pengelolaan risiko pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan masih
munculnya resiko konflik sosial karena konflik bersifat fluktuatif.
Dengan kata lain, konflik sosial tidak bisa diprediksi kapan dan dimana
akan terjadi namun bisa diantisipasi/deteksi dini dan ditangani agar

konflik tidak semakin besar serta adanya penanganan pasca konflik.

MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP,



keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP
pada triwulan IV dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa
bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode
triwulan berikutnya. Hal ini disebabkan oleh adanya sinergi yang baik
antar pemangku kepentingan, sehingga RTP dapat direalisasikan
dengan tepat dan akurat sesuai dengan rancangan pemetaan

pemantauan risiko.

PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian
terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan 1V dapat
disimpulkan bahwa resiko dapat dikendalikan dengan tepat dan akurat
sesuai dengan rancangan pemetaan pemantauan risiko. Sebagai
tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini
sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode
selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan
melakukan peningkatan kewaspadaan melalui sosialisasi dan edukasi

kepada masyarakat, terutama di daerah rawan konflik.



LAMPIRAN



Lampiran 1.1 Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Triwulan

No

Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Risiko Strategis OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:

—

ra

"

Peningkatan sistem pengamanan diwilayah dengan Mengedepankan unsur 3 pilar: 1. Tertib administrasi kependudukan 2, Tamu wajib lapor Lx 24 jam 3. Melakukan pemantauan
dan pengawasan terhadap orang yang tidak dikenal

¥olaborasi dengan pihak ekternal seperti Parpol, Ormas, Mahasiswa untuk membarikan sosializasi politik kepada masyarakat ssrta memasang iklzn pemilu menjelang pesta
demekrasi

1) Pemaparan rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang 2) Pemaparan realizasi rencana kerja dan angaaran kegiatan masing-masing bidang

Risiko Operasional OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:

1

ra

w

.

n

o

-

=]

w

—
=

—
=

—
ra

-
e

—
=

—
(=

Membentuk FKDM sampai dengan tingkat Kecamatan dan Desa

Pemerataan Sasaran Sosializasi Wawasan Kebangsaan

Mengintensifkan pembinzan kepada penghayat kepercayaan

Menghimbau kepada Ormas agar melaparkan keberadzannya melalui Camat

Membzntuk Timdu Ormas

Melakukan sistem reward dan punishman terhadap pegawai berprestasi ataupun pegawai yang menyimpang

Pemerataan Sasaran Sosializasi Politik Kaum prempuan di seluruh Kecamatan

Melakukan Monev Triwulan

Koordinasi dengan inspektarst terkait Laporan Pertanggqungjawaban yang kurang tepat

Melakukan sosialisasifimiek dan pelatinan kepada ASN

Sosizlizasi kepada ASN

Melakukan verfikasi berjenjang

Koordinasi dengan BPKD terkait penganggaran

Rekrutmen S0M yang memadahi

Koordinasi dengan Aset terkait pengadaan sarana dan prasarana penunjang urusan kantor

Bentuk/Metode Pemantauan yang
Diperlukan

Monitoring Renaksi

¥onfirmasi persiapan dan laporan
pelaksanaan kegiatan

Reviu hasil maney kinerja intemal

Konfirmasi persiapan dan laporan
pelaksanaan kegiatan

Konfirmasi persiapan dan laporan
pelaksanaan kegiatan

Konfirmasi persiapan dan laporan
pelaksanaan kegiatan

¥onfirmasi persiapan dan laporan
pelaksanaan kegiatan

¥onfirmasi persiapan dan laporan
pelaksanaan kegiatan

Konfirmasi persiapan dan laporan
pelaksanaan kegiatan

Konfirmasi persiapan dan laporan
pelaksanaan kegiatan

Konfirmasi persiapan dan laporan
pelaksanaan kegiatan

¥onfirmasi persiapan dan laporan
pelaksanaan kegiatan

¥onfirmasi persiapan dan laporan
pelaksanaan kegiatan

¥onfirmasi persiapan dan laporan
pelaksanaan kegiatan

¥onfirmasi persiapan dan laporan
pelaksanaan kegiatan

Konfirmasi persiapan dan laporan
pelaksanaan kegiatan

¥onfirmasi persiapan dan laporan
pelaksanaan kegiatan

Konfirmasi persiapan dan laporan
pelaksanaan kegiatan

Penanggung Jawab Pemantauan

Kepala Badan

Kepala Badan

Kepala Badan

Kahid Kewaspadazn nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Kahid Idelogi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Agama

Kabid Idelogi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Agama

Kabid Palitik Dalam Negeri dan Organizasi Kemasyarakatan

Kabid Paolitik Dalam Negeri dan Organizasi Kemasyarakatan

Sekretaris

Kabid Palitik Dalam Negeri dan Organizasi Kemasyarakatan

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Rencana Waktu Pelaksznaan Pemantauan

Januani-Desember

Juli 2023

Triwulan | sid IV Tahun 2025 {Maret, Juni,
September Desember)

Triwulan |V [Desember)

Oktober 2025

November 2025

Desember 2023

Oktober 2025

Desember 2023

Oktober 2025

Oktober 2025

Oktober 2025

Oktober 2025

Oktober 2025

Oktober 2025

Desember 2023

Desember 2025

Realisasi Waktu Pelaksanaan

Januari-Dezzmber

Juli 2025

Triwulan | 5 IV Tahun 2025 [Maret, Juni,

September Desember]

Triwulzn IV [Desember]

Oktober 2025

November 2025

Dezember 2025

Oktober 2025

Dezember 2025

Oktober 2025

Triwulan | sid IV (Maret, Juni, September Desember) Triwulan | sid (V' [Maret, luni, September Desember)

Oktober 2025

Oktober 2025

Oktober 2025

Oktober 2025

Oktober 2025

Desember 2025

Desember 2025

Keterangan

Cetiap
Bulan



Lampiran 1.2 Monitoring Risiko Dan RTP

Mama Pemda Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian 025

Tujuan Strategis Pemda

Urusan Pemerintahan
Dinas Terkait Badan Kezatuan Bangsa Dan Politik
Kejadian Risika
No “Risike” yang Teridentifikasi Kode Risike T, | Keterangan RTP
arfgg_a Sebab Dampak
Terjadi
Risiko Strategis OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Pelitik:
1 Majemuknya Potensi Kanflik dapat terjadi sewaktu wakty R5025.05.08.01 11 November Akuisizi mayoritas saham PSIS Semarang oleh Datu Mova Fatmawat, istr dari Melukai kepercayzan serta cufeh diakukan Peningkatan sistem pengamanan diwilayah dengan Mengedepankan unsur 3 pilar: 1. Tertib
2025 (CEQ Persela Lamengan Fariz Julinar Maurizal. memicu gejolak di kalangan  komitmen manajemen terhadap mediasi administrasi kependudukan 2, Temu wajib apar L 24 jam 3. Melakukan pamantauan dan
pendukung fanatik Laskar loke Tingkir. Persela pengawasan terhadap orang yang tidak dikenal
2 Tingginya angka golput masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu R5025.05.06.02 HHL HHIL HHIL NHL ¥nlaborasi dengan pihak ekternal seperti Farpol, Ormas, Mahasiswa untuk memberikan sosialisasi
politik kepada masyarakat serta memasang iklan pemily menjelang pesta demokrasi
3 Implementasi sistem akuntabilitas kinerja intermal pemerintsh belum  RS025.05.06.03 1) Pemaparan rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-mazing bidang 2) Pemaparan realisasi
berjalan optimal NHL NIHIL NIHIL HIHIL Tencana kerja dan anggaran kegiatan masing-mazing bidang.
Risiko Operasional OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:
1 Terlambatnya penanganan konflik ROOZ3.050601 NHIL NIHIL NIHIL HIHIL Membentul FKOM sampai dengan tingkat Keramatan dan Desa
2 Masih tertanam faham-faham radikal dan intoleran ROCZ3050602  NHL NIHIL NIHIL HIHIL Pemerataan Sasaran Sosialisas Wawasan Kebangsaan
3 Belum terinventarizir secara menyeluruh keberadaan aliran ROC23.0506.03 NHL HHIL HHIL NHL Mengintensifcan pembinzan kepada penghayat kepercayaan
kepercayazn
4 Belum terinventarisasi keberadaan ormas secara menyeluruh ROCZ305.06804  WHL NIHIL NIHIL HIHIL Menghimbau kepada Ormas agar melaporkan keberadaznnya melalui Camat
5 Resiko Kemitraan: Kegiatan Ormas [Kemitrazn) memicu sensitivitas ~ RO023.05.06.03 Membentuk Timdu Ormas
kelompok masyarakat tertentu, misalnya isu SARA atau dukungan NIHIL NIHIL NIHIL HIHIL
politik tertentu
& Resiko Fraud: Pemberian imbalan atau hadiah/gratfikasi agar RO0Z3.05.06.06 Melakukan sistem reward dan punishman terhadap pegawai berprestasi ataupun pegawai yang
didahulukan/dipermudah dalam proses pelayanan atau pengurusan NIHIL NIHIL NIHIL HIHIL menyimpang
dokumen
7 Minimnya pemahaman tentang gender kaum perempuan ROOZ5.050607  WHL NIKIL NIKIL HIHIL P Sazaran Sosializasi Politik Kaum prempuan di seluruh Kecamatan
8 Belum optfrnalnya kualitas laporan dan.ketepatan waktu ROOZ3.05.06.08 HHL HHIL HHIL NHL Melakukan Maonev Triwulan
penyampaizn Laporan pelaksznaan kegiatan
9 Belum optimalrya kualitas laporan pertanggungjawaban kevangan  ROO23.050603  WHL NIHIL NIHIL HIHIL ¥oordinasi dengan inspektorat terkait Laporan Pertanggungjawaban yang kurang tepat
10 Kualitas layanan administrasi kepegawaian masih belum optimal ROOZ3060610  WHL NIHIL NIHIL HIHIL Melakukan sosialisasibimtek dan pelatihan kepada ASN
11 Kualitas layanan administrasi umum masih belum optimal ROOZ3.0506.11 NHIL NIHIL NIHIL HIHIL Sosializasi kepada ASN
12 ﬁeswku Fraud: Me.ruh.ah gtau rnenu.ru?kan spesrﬁkam teknis barang! RO023.05.06.12 HHL HHIL HHIL NHL Melakukan verifikasi berjenjang
jasa yang akan dibeli sementara nilai [haraga) tidak berubah
13 Belum terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor ROC23.0506.13 NHIL NIHIL NIHIL HIHIL Koordinasi dengan BPKD terkait panganggaran
14 Belum optimalnya kinerja terkait tugas yang telah ditetapkan ROCZ305.0614  WHL NIHIL NIHIL HIHIL Rekrutmen SOM yang memadahi
15 Sarana dan prasarana kurang memzdai ROCZ3050615  WHL NIHIL NIHIL HIHIL Keordinasi dengan Aset terkait pengadaan sarana dan urusan kantor

Rencana Pelaksanaan RTP

Januari-Desember

Juli 2023

Triwulan | 5d [V Tahun 2023
[Maret, Juni, September
Desember}

Triwulan Y [Desember)
Qktober 2025

MHovember 2025

Desember 2023

Oktober 2025

Desembar 2023

Qktober 2025

Triwulan | s IV [Maret, Juni,
September Desember)

Oktober 2025
Qktober 2025
Qktober 2025

Oktober 2025

Qktober 2025
Desember 2023

Desember 2023

Realisasi Pelaksanaan RTP

Januari-Desember

Juli 2025

Triwulan | 54 [V Tahun 2023
[Maret, Juni, September
Desember}

Triwulan |V {Desember)
Qktober 2025

November 2025

Desember 2023

Oktgber 2025

Desember 2023

Qktober 2025

Triwulan | sid 1V [Maret, Juni,
September Desember)

Oktgber 2025
Qktober 2025
Qktober 2025

Oktgber 2025

Qktober 2025
Desember 2023

Desember 2023

Keterangan

Setiap
Bulan



Na Entitas

Risiko Strategis OFD

—

Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik

r

Badan Kesatuzn Bangsa
Dan Palitik

)

Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik

Risiko Operasional OPD

—

Badan Kesatuzn Bangsa
Dan Palitik

ra

Badan Kesatuan Bangsa
Dian Palitik

[

Badan Kesatuan Bangsa
Dan Palitik

.

Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik

n

Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik

o

Badan Kesatuzn Bangsa
Dan Palitik

—

Badan Kesatuan Bangsa
Dian Palitik

oo

Badan Kesatuan Bangsa
Dan Palitik

Py

Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik

10 Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik

11 Badan Kesatuan Bangsa
Dan Palitik

12 Badan Kesatuan Bangsa
Dian Palitik

13 Badan Kesatuan Bangsa
Dan Palitik

14 Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik

15 Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik

Riziko Prioritas

Mzjemulknyz Potensi Konflik dapat terjadi sewaktu waktu

Tingginya angka golput masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja intemal pemerintzh belum berjalan optimal

Terlambatrya penanganan kanflik

Masih tertanam faham-faham radikal dan intoleran

Belum terinvantarisir secara menyeluruh keberadaan aliran kepercayazn

Belum terinventarizasi keberadaan ormas secars menyeluruh

tertentu,

Resikn Kemitraan: Kegiatan Ormas (Kemitraan) memicu
mizalnya isu SARA atau dukungan politik tertenty

kelompok masy
Resika Fraud: Pembernian imbalan atau hadiahigratiikas agar didahulukan/dipermudah dalzm
proses pelayanan atau pengurusan dokumen

Minimmya pemahaman tentang gender kaum perempuan

Belum aptimalrya kualitas [3poren dan ketepatan waktu penyampaizn Laporan pelaksanaan
kegiztan

Belum aptimalnya kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan

Kulitzs layanan administrasi kepegawaian masih belum optimal

Kualitas layznan administrasi umum masih belum optimal

Resikn Fraud: Merubah atau menurunkan spesifikasi tekniz barang/jaza yang akan dibeli sementara
nilai haraga) tidak berubah

Belum terpenuhi kebutuhan peralatan dzn perlengkapan kantor

Belum gptimalnya kinerja terkait tugas yang telzh ditetapkan

Sarana dan prasarana kurang memadai

Lampiran 1.3 Daftar Risiko Prioritas Unit Kerja

Kode Riziko

RE0.25.05.06.01

RS0.25.0506.02

RS0.25.0506.03

ROO25.05.08.01

RO025.05.06.02

R0OO025.05.08.03

R0025.05.06.04

ROO25.05.06.05

ROO25.05.00.06

RO025.05.06.07

RO025.05.08.08

RO025.05.06.09

ROO25.0506.10

ROO25.05.00.11

RO025.05.06.12

RO025.05.06.13

RO025.05.06.14

ROO25.0506.15

kala
Risiko

Pemilik Risika

Kepala Badan

Kepala Badan

Kepala Badan

Kebid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflk
Kabid |deologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan

Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama

Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan

Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama

Kahid Politik Dalam Negeri dan Organizasi Kemazyarskatan

Kabid Politik Dalam Negeri dan Organizasi Kemasyarzkatan

dan Pihak Ormas

¥abid Politik Dalam Nageri dan Organisasi Kemasyarakatan

Kahid Politik Dalam Negeri dan Organizasi Kemazyarskatan

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

PPT

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Penyebah

Adanya perbedzan zntar individu dan kelompok

Sazaran pendidikan politk belum dilakukan secare menyeluruh

Pemanfaatan hasil evaluzsi akuntabilitas kinerja internal belum optimal

FK.OM belum terbentuk sampai ditingkat Kecamatan dan Desa

Belum menyeluruhnya sasaran sosialisas wawasan kebangsaan

Kurang optimalnya sosializasi terhadap PB Menteri Pendidikan dan Kebudayzan, Menteri
Pariwisata dan Menter Dalam Megeri

Banyaknya Orkesmas/Yayasan dan LSM yang belum melaporian keberadaannya

Kurang fahamnya ormas atas tupoksinya sebagai mitra pemerintzh dalam mewujudkan
pembangunan dagrzh

¥ebiasaan masyarakat untuk memberikan hadish sebagai ucapan terimakasih

Kurangnya kepedulian terhadap peningkatan kesadaran politik kaum persmpuan

Kurangnya pemahaman dzn koordingsi antar lintas bidang terhadap pelzporan serta monev

pelakzanaan kinerja dan anggaran kegiatan

Kurangnya Pemahaman ASH terkait dokumen |aporan pertanggungjawaban

Kurangnya kesadaran ASH terhadap Dokumen Kepegawaian

Keterbatasan SDM

Kurangnya pengendalian terhadap proses dan hasil

¥eterbatasan anggaran

Kurangnya kedisipinan dan kesadaran dalam melsksanakan tugas

Kurangnya kesadaran ASH dalam memlinara sarana dan prasarana kantor

Dampak

Majemuknya konflik dan berkelanjutan sehingga menimbulkan kerusakan fisik dan peikologis

Kesadaran politik masyarakat masin rendah

Kurang efektf dan efisiennya penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan organisasi

Kurang cepat dan akuratnya upaya Deni & Ceni

Berkembangnyz faham-faham radikzlizme di masyarakat

Data Penghayat kepercayzan tidak terdeteksi sehingga timbulnya kegiztan penghayat kepercayzan yang

meresahkan masyzrakat karena tidak ada pengawasan

Timbulnya kegiztan Ormas, Orpem, dan LSM yang bertentangan dengan pancasila karena tidak ada

pengawasan

(Gangyuan stabilitas daerah

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap komitmen pelayanan public

Peran perempuan dalam partisipas palitik kurang

Pencapaiana pelaparzn yang tidak tepat waktu

Mempengaruhi Kualitas Laporan Pertanggungjawaban yang kurang lengkap

Pencapaian hasil kurang maksimal

Pencapaian hazil kurang maksimal

Kualitas barangfasa tidak sesual dengan kebutuhan

Pencapaian hasil kurang maksimal

Mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah

Mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah



